
2. 

: 1 . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumba 
Tengah; 
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa 
Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo:r 4679); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 558'7) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
~nd,ang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Mengingat 

BUPATI SUMBA TENGAH, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2.014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 21014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor ·43, Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumba 
Tengah; 

Menirnbang 

DEN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

TENTANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH 

N'OMOR 16 TAHUN 2020 

BUPATI SUMBA TENGAH 

PROVINS! 'NUSA TENGGARA TIMUR 

.. , 
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4. Pe:raturan Pemerintah Republik IndonesiaNom.or 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubah.an atas Peraturan Pern.erintah Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
NoII1or 5717); 

5. Peraturan Pemerintah No:mor 60 Tahun 20114 tentang Dana 
Desa yang . Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No:mor 55158), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Norn.or 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peratu.ran Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentan.g Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lem.baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Me:nteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pem.bentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 21015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pernbentukan 
Produk Hukum. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ,20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Pe:ra.turan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 
Tahun 20116 ten tang Pem.bentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sumba Tengah [Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nornor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Surnba Tengah Nomor 3 Tahu:n .2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba 
Tengah Nomor 4 Tahun 201.6 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 
Nornor 3). 
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PASAL 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal .... usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pernerintahan dan kepentingan m.asyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .. 

3,. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 
d.engan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penye.lenggaraan pemerintahan desa, 

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembag:a 
yang melaksanakan fungsi pemerintah.an yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban .Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak clan 
kewajiban Desa. 

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa ... 

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya d:isebut. RKP 
Desa, ad.alah penjabaran dari Renca.na Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu] tahun. 

8.. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa. 

91• Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas 
D1esa. 

10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening 
kas D,es,a. 

11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikembalikan oleh Deaa. - 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

BUPATI SU MBA T.ENGAH TENTAN1G 
KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SUMBA 

: PERATURAN 
PEN.GELOLAAN 
TENG AH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
' 
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12, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban. Desa dalam 1 (satu.) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kemabali oleh Desa. 

13. Pembiayaan Desa adalah sernua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya, 

14. Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
keweriangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuang:an Desa, 

15. Pelaksana Pe:ngelolaan Keuangan Desa, yang selanjut.nya 
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang. melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala 
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

16. Sekretaris Desa adal.ah perangkat Desa yang berked.udukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 

17. Kepala Urusan, yang selanju.tnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. 

18. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPl{D. 

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tern pat menyimpan 
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan. 

20. .Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan. secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, 

21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran .. 

22. Su.rplus Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa. 

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA ad.alah selisih leih realisasi penerimaan dan 
pengeluar,a_n anggaran selama satu periode anggaran. 

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
PA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
nggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
ntuk 1, gi t n yang akan dilaksanakan be dasarkan 

k i t n y ng · 1 h di tapkan dalam APB Desa 

• 
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Pasal 3 
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa 

dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
(2)· K I D . ~pa a. esa selak~ PKPK.D sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mempunyat kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan ten.tang pelaksanaan APB Desa· 
b. m~~etapkan kebijakan tentang pengelolaan baran~ 

millk Desa· 
' 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

BAB II 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 2 
(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 
disiplin anggaran. 

(2) APB Desa ·merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa 
dalam masa I (satu} tahun anggaran mulai tanggal 1 
Januari sarnpai dengan tanggal 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

29. 

28. 

27. 

26. Dokumen Pelaksanaan Peru bahan Anggaran yang 
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokume.n ~an~ memuat 
perubahan rincian kegiatan, .anggaran y~g disediakan dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalarn Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan 
Penjabaran APB Des.a. 
Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat k.egi?-tan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun 
anggaran sebelum.nya. 
Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 
Re:ncana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 
Desa adalah dokumen yang mernuat arus kas masuk dan 
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran­ 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh 
kepala Desa. 

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

31. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah 
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah inspektorat daerah/kabup.aten. 
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Pasal 6 
(1) Kaur dan kasi sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

b bertuga.s sebagai palaksana kegiata·n anggaran. 
(2) Kaur sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 

a. Kaur tata usaha dan umum; dan 

Pasal 5 
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimak.sud dalam Pasal 4 

huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. 
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas: 
a. mongoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan APB Desa; 
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

dan. rancangan perubahan .APB Desa; 
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

Desa tentang APB Desa, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan. APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa .. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris Desa rnempunyai tugas: 
a. melakukan verifikas:i terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. melakukan veifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APB Desa. 

Pasal 4 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 

• 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
atas beban APB Desa; 

d. menetapkan PP.KD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 

,g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa 
mengu.asakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat 
Desa. selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada P'PKD 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa .. 
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• mempunyai rugas: 
a. menvusun RAK Desa: dan -· b. melakukan penatausahaan ~-ang meliputi menerima 

menyirnpan, rnenyetorkarr/memba' "ar, 
menatausahakan dan rnempertan&:,aungja, -abkan 
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam 
I angka pelaksanaan J.\PB Desa. 

Pasal 8 
(1) Kaur keuangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

c malaksanakan fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur keuangan sebagaimana di.maksud pada ayat (1),., 

Pasal 7 

(1) Ka11r dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh titx1 
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
ka t ena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 
perangkat Desa lembaga kernayarakatan Desa dan/atau 
masyrakat yang terdiri atas: 
a ... ketua: 
b. seki etaris; dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ~ aitu 
pelaksana kewilayahan, 

(4) Pembentukan tir,1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan pada saat penyusunan RKP 
Desa. 

(5 Tirri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di etapkan 
·melalui keputusan Kepala Desa. 

b. Kaur perencanaan .. 
3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a Kasi pemerin.tahan .. 
b. Kasi kesejahteraan; dan 
c. Kasi pelay anan. 

( Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada avat (1, 
- mempunyai tugas: 

a.. melakukan tindakan yang mengak:ibatkan pengeluar an 
atas be ban anggai an belanja sesuai bidang tugasnya ... 

b.. melaksanakan angga ,an kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

c.. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d .. menyuaun DP.&,\ DPPA dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan 

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan 
yang berada dalam bidang tugasnya; dan 

f.. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk per tanggungjawaban pelaksanaan APB 
DeAA. 

(5 Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan 
dalam RKP Desa. 

• 
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Pasal 12 
(1) Kelornpok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud 

dala rn Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: 
a. basil usaha; 
b. basil aset; 
1C.. swadaya, partisipasi dan go tong royong; dan 
d. pendapatan asli Desa lain. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa. .. 

(3,) Hasil aset sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
antara. lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, 
tempat pema.ndian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset 
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal­ 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 

Pasal 11 
(:1) Pe:ndapatan Desa sebagaiman d:imaksud d.alam .Pasal 9 ayat 

(1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu 
dikernbalikan oleh Desa. 

(2) Pe:ndapa:tan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
terdiri atas kelompok: 
a. pendapatan asli Desa; 
b. transfer; dan 
C4. pendapatan lain. 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 10 
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi 
kode rekening. 

( 1) APB Desa terdiri dari: 
a. pendapatan Desa; 
b. belanja Desa; dan 
c. pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek 
pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.) huruf b 
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, 
jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 

(4) Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek 
pembiayaan. 

Pasal 9 

BAB III 
ANGGARAN PENDAPATAN D.A.N BELANJA DESA 

Kaur keuangan dalam melaksanakan f ungsi ke bendaharaan 
memil.iki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

(3) 
• 

\ 
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Pasal 15 
(1) Belanja Desa scbagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huru .. b, yaitu . semua pengeluaran yang merupakan 
kewaJ1~an Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diperoleh pem.bayarannya kembali oleh Desa. 

(2) B~lanja. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
d1pergunakan ntuk mendanai penyelenggaraan 
kewenangan Desa. 

Bagian Kedua 
Belanja 

Pasal 14 
Kelornpok pendapatan Iain sebagaimana dimaksud dala rr1 Pasal 
11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:: 
a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 
b. penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak Ketiga; 
c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

Desa; 
d. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; 
e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di leas Desa pada tab u anggaran 
berjalan; 

f bunga bank; dan 
g. pendapatan lain Desa yang sah. 

(3) 

(2) 

I 13 
Kelompol transf r s b im _ n dirnaks ud d I m P l 1 1 

i lo I • 

ayat (2) huruf b, terdiri atas Jent : 
a. dana Desa; 
b. bagian dari hasil pajak daerah dan r tribu · i d er h 

kabupaten: 
c. alokasi dana de a; 
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Bel nj 

Daerah Provinsi; dan 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan B lanja 

Daerah Kabupaten. 
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat 
umum dan khusus, 
Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak 
diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70°/o 
(tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30o/o (tiga puluh 
per seratus). 

( 1 ) 

dims ksud p· d 
(5) 

• 

S ,~ n d. iy ' - r i . i - . . ~- i - n . tor . r . . t 
dim k ud p d .y · ( J) huruf d 1 h 
b -r s I dari urnban an t · -~·y 1'" I 

Pe11d p an sli D 1 in ~- b'1g. im 
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Pasal 17 
(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang.: 
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan 

dan operasional pemerintah Desa; 
b. sarana dan prasarana pemerintah Desa; 
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, 

dan kearsipan; 
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, 

pelaporan; dan 
e. pertanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat ( 1) huruf b dibagi dala r11 sub bidang: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. kawasan pet mukiman; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. energi dan sumbe:r daya mineral; dan 
h. pariwisata. 

(3)1 Klasifikasi belanja sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: 
a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan 

masyarakat; 
b. kebudayaan dan keaga maan; 
c. kepemudaan dan olah raga; dan 
d. kelembagaan masyarakat. 

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian dan peternakan; 
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga; 
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; 
f. dukungan penanaman modal; dan 
g .. perdagangan. dan peri.ndustrian. l 

darurat dan 

( 1) 

Pasal 16 
Kalsifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: 
a. penyelenggaraan pernerintahan Desa; 
b. pelaksanaan pembangunan Desa; 
c. pembinaan kemasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. penan.ggulangan bencana, keadaan 

mendesak Desa .. 
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang 
dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah 
dituangkan dala m RKP Desa. 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan 
Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendesak yang terjadi di Desa. 

• 

I 

• .. 
I I I 
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Pasal 20 
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran pengh.asilan t.etap, 
tunjangan, penerimaa:n lain, dan. pembayaran jaminan 
sosia1 bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta 
tunjangan BPD .. 

(2) Belanja. pegawai sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa; 

(3)1 Belanja pegawai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
pelaksanaannnya dibayarkan setiap bulan, 

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dan kemampuan APB Desa., 

Pasal 19 
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 
b. Belanja barang/jasa; 
c. Belanja modal; dan 
d. Belanja tak terduga. 

Pasal 18, 
(1) Sub bidang sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 17 aya.t (1) 

sampai dengan ayat 1(4) dibagi dalam kegiatan, 
(2) Daftar kegia.tan sebagaimana dimaksud pada. ayat {1.) 

menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan 
dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. 

(3) Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang 
tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan me:mberikan kode 90 sampai dengan 199. 

(4) Pemerintah Daerah dapat me·nambahkan kegiatan 
penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan. 
kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya 
dialokasikan dari basil pengelolaan tanah bengkok atau 
sebutan lain darr/utau bantuan khusus pada sub bidang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a. 

(.5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4.) 
tidak diterapkan dalarn ketentuan penggunaan paling 
banyak 30'o/o (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang: 
a.. penanggulangan bencana; 
b. keadaan darurat; dan 
c.. keadaan mendesak, 

.. 

• 
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Pasal 2.3 
(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

hu:ruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 
me:ndesak yang berskala lokal Desa. 

(.2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat djpredikaikari 
sebelumnya; 

b. t.idak diharapkan terjadi berulang; dan 
c .. berada di luar kend.ali pemerintah Desa, 

(3) Kegiatan pada sub, bidang pe.nanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
tanggap darurat aki.bat terjadinya bencana ala rn dan 
bencana sosial. 

(4,) Kegiatan pada. sub bidang keadaan darurat se·b.agaimana 
dimaksud pada ayat. (1) merupakan upaya penanggulangan 
keadaan darurat karena. adanya keru sakan dan/atau 
terancarnnya penyelesaian pembangunan sarana dan 

Pasal 22 
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang· 
nilai manfaatnya lebih dari. 12 (dua belas) bulan dan 
menambah aset. 

(2) Pengadaan barang sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk kegiatan penyelenggara.an kewenangan 
Desa .. 

·· Pasal 21 
( 1) Belanja bar·ang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan 
bararr/jasa yang nilai manfaatnya kuran.g dari 12 [dua 
belas] bulan. 

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan antara lain untuk: 
a .. operasional pemerintah Desa; 
b. pemeliharaan sa.rana prasarana Desa; 
c. kegiatan sosialisasi/r.apat/.pelatih.an/bimbing:an teknis; 
d. operasional BPD; 
e. insentif Rukun Tetangga/Ruku.n Warga; dan 
f. pernberian barang pada masyarakat/kelompok 

masyaraka.t. 
(3) Insentif Rukun. Tetangga/Rukun Warga sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bant.uan uang untuk 
operasional lembaga Ruku Tetanggaj'fcukun Warga untuk 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangu.nan, ketentra man dan ketertiban, 
serta pemberdayaan masyarakat Desa .. 

(4) Pemberian bara:ng pada masyarakat/kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa, 

J 

I I 

• 



Pasal 27 
(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 26· huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan 
yang, penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran., 

Pasal 26 
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2) huruf b, terdiri atas: 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal. 

Pasal 25 
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. S,iLPA tahun s·ebelumnya; 
b. pencairan dana cadanga; dan 
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali 

tanah dan bangunan. 
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan 
terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

(3) Pencairan dana cadangan sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b d:igunakan untuk menganggarkan kebutuhan 
dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam 
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa, 

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan 
sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dicatat dalam 
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa 
yang dipisahkan. 

( 1) 

Pasal 24 
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksu_d dala m Pasal 9 
ayat (1) huruf c merupakan semua penenmaan yan~ p~rlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran berkutnya. 
Pembiayaan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
terdiri atas kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b .. pengeluaran pembiayaan. 

(2) 

Bagian Ketiga 
Pembiayaan 

.. 
• prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan 

terganggunya pelayanan dasar msayrakat. 
Kegiatan pada sub bidang keada_an mendesak merupakan 
upaya pemenuhan kebutuhan pn~er dan pelayanan dasar 
masyarakat miskin yang mengalam1 kedaruratan. 

(5) 

• I • 

• 
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Pasal 30 
( 1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas. 
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

p~ncatatan transaksi. pada saat kas diterima atau 
d1keluarkan dari reke·ning kas Desa. · 

Pasal .29 
Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. penatausahaan; 
d. pelaporan; dan 
e. pertanggungj,awaban. 

BAB IV 
PEN1GELOLAAN 

Pasal 2,8 
(1) Penyer taan modal. sebagaimana dimaksud dalarn .Pasal 26 

huruf b antara lain digu:nakan untuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah Desa yang diinvest.asik:an dala 111 BUM 
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meru pakan kekayaan Desa yang: dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB 
Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dala r11 bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat. 
dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis 
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan .. 

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa, 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat: 
a. penetapan tujuan pernbentukan dana cadangan; 
b. progra 111 dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan ri.ncian tahunan dana cadangan yang 

harus dianggarkan; 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

Pembentukan dana ca.dangan dapat bersumber dari 
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang- undangan. 
Pe:nganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masajabatan kepala Desa. 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

• 



Dlplndal dengan ComScan,.., 

Pasal 33 
( 1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa clan BPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala 
Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penjabaran APB Desa. 

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1). 

Pasal 32 
(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB, Desa kepada Kepala Desa. 
(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada 
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalarn 
musyawarah BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat 
bulan Oktober tahun berjalan. 

(4) Dala hal BPD tidak menyepakati rancangan Peratruan Desa 
tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, 
Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang 
berkenaan dengan pengeluaran operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan 
pagu tahu sebelumnya. 

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai 
dasar pelak:sanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa me~pakan 
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pe~enntahan 
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 
dalarn APB, Desa. 

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan 
APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan 
pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan 
Peratruan Bupati setiap tahun. 
Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. sinkronisasi kebijak:an pemerintah daerah kabupaten 

dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; 
b. prinsip penyusunan APB Desa; 
c. kebijakan penyusunan APB Desa; 
d. teknis penyusunan APB Desa; dan 
e. hal khusus lainnya. 

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan 
penysunan rancangan Peraturan Desa t.entang APB Desa. 

Pasal 31 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

p lolaan keuangan Desa dapat dilakukan den ~, 

Dalam Negeri 

(3) 
• 

• 
• 
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Pasal 36 
(1) Apabila basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan 
Kepala Desa tetap me.netapkan Rancangan Peraturan Desa 
tentarig APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran A.PB Desa 
menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati m.emba.talkan 
peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.t 

Pasal 35 
(1) Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat 

Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi .. 
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) 

dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan 
kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) .Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan 
sendirinya, 

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimaria dimaksud pada ayat 
(2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan R:KP 
Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

( 5) Dala r11 hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak sesuai dengan keterituan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP 
Desa, kepal.a Desa bersama BPD melakukan 
penyempurnaan paling lama 201 (dua puluh) hari kerja 
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Pasal 34 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaim.ana 

dimaksud dalarn Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa 
kepada Bupati melalui ca mat atau sebutan lain paling 
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk d.ievaluasi. 

(2) Bupati dalarn melakukan evaluasi berpedoman dengan 
panduan Eval.uasi Rancangan Peraturan Desa ·tentang APB 
Desa. 

(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang .APB Desa 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan 
dokumen paling sedikit mel.iputi: 
a. surat pengantar; 
b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran 

APB Desa; 
c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; 
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana 

cadangan, jika tersedia; 
f. peraturan Desa m.engenai penyertaan modal, jika 

tersedia; dan 
g. berita acara basil musyawarah 8.PD. 
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Pasal 40 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa 

apabila terjadi: 
a. pena mbahan dan/ a tau pengurangan dalam pendapatan 

Desa pada tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam 
tahun berkenaan; 

c. keadaan yang rnenyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 

Pasal 39 
( 1) Kepala Desa menyampaikan inf ormasi mengenai APB De.sa 

kepada masyarakat melalui media informasi. 
(2) Inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 

sedikit memuat: 
a. APB Desa; 
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan 
c. alamat pengaduan. 

Pasal 38 
(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 

dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan 
Desa tentang APB Desa. 

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) ditetapkan paling la rnbat tanggal 31 Desember 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala 
Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan 
pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa. 

(4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB, 
Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB 
Desa kepada Bupati pal.ing lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
ditetapkan. 

Pasal 37 
Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. 

(3) 

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peratura 
dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerj 
setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada a at ( ) 
dan selanjutnya Kepala Desa bersarna BPD mencabut 
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. 
Dala 111 hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 
mengunakan pagu tahun sebelumnya sampai 
penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati, 

(2) • 

I I I 

.. 
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- A al 43 
( l) _ elak , naan p 11 _ elola n J\ u - J a11 D s m ru p .kan 

P l n mma n d . -- p1 ·1 D 1 ·1 J l « _ 11g ~ ti. r ~n ... _. a ,yan _ c 1 , <.s n - { n. 
m lalui r _ I<: nin ka ,_ a .P da bank yan ditunjuk .upati. 

(2) R -1< - ning I ns D sa ·. ba aim na dim k U1d p rd . aya ( 1 .) 
dib int l h eme riutah . -·sc d 1 gan ,- p - irn n tanda 
at . ran .I< epala clan Ka 'It I.(_ uang n. 

(3) D ·_ a ynr. , . b lu111 m rniliki r>, · layan n p . rbank m 
diwilay · hn t, • ,. r- kcnina J<, _s sa dibuka di wilayah rd kat 

I on dibua · leh r- amerintnh ~ a j n .. · n - ,P i,111 en te ndr 
tan n k ·pal· . · . ·. d an I aur J. 'U' ng n -~ 

• _-:a~t 1· 

P · lak naan 

- a al 42 
Ket ntuan mengcnai penyu u11 m P r itur n De · . m n · n· i A · _--. 
Desa b · airnana dimaksud dal m Pa al 32 amp i d ng n 
P' 138 berl · ku se I"' . mutati mute ndis t, ·rl adap p nyu: 'Un n 
. er- tu ran Des - meng ru i p rub han A,P~- D a . 

Pasal 41 
(1) Pemeri.ntah .Desa d pat melakukan perubahan t erhadap 

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran AP.B 
Desa sebelurn Rancangan Peraturan Desa t ntang 
Perubahan A'P'B· Desa ditetapkan. 

(.2) Peraturan I( pala De·sa ten .ang perubahan penjabaran APB 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
apabila terjadi: 
a. p - nambahan dan / atau penguran.gan dalam pendapat - m 

Desa pada t hun anggaran berjalan; 
b. keadaan yang m nyebabkan harus seg ra dil - kukan 

pergeseran ntar objek belanja; dan 
c. kegiatan ya.ng belum dilaksanakan tahun sebelurnn a 

dan men. babkan .SiLPA akan dilaksan kan d.alam 
tahun angg r · n berjalan. 

(,3) Kepala Desa mernberitahukan 1 .. epada BPD m •- ngenai 
penetap n Peratur n Kepala D -s tentang p rub hs n 
penjabai .. an APB Des ·_ dan selanjutn a dia mpaikan kepada 
Bupati m lalui surat pemb ritahu n m ngenai P ratur m 
Kepala Desa ·ten tang perubah n p enjabaran A'P1 De a. 

(4) 

(3) 

Perubahan APB Des- h anya dapat dilakukan 1 (s _. -U) kali 
dalam 1 (sat.u) t bun anggaran, l{ cuali dalam l - d an lu · - 
biass .. 

l riteria keadaan luar biasa sebagairnana dimaksud p- d ·_ 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati mengen .. 
Pe11g lolaan Keuangan De .,a .. 

Peruba.han APB Desa sebagairnana dimaksud pada. aya r(l} 
ditetapkan deng 11. pe:ratur n Des mengenai p rubahan 
APB Desa dan tetap mempe·do.mani RJ<P Desa, 

(2) 
' 

.. 
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Pasal 47 
(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB 

Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya 
perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, · 
Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatar 

Pasal 46 
(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA 

palaing lama 15 (lima belah) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan rancangan DP'A. 

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 45 
(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegia an 

anggaran sesuai tugasnya menyusun .DPA paling lama 3 
(tiga) hat; kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 
ditetapkan, 

(2) DPA sebagai dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a.. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; 
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan 
c. Rencan.a Anggaran Biaya, 

(3) Rencana l{egiatan dan Anggaran Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan y ang telah dianggarkan .. 

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagairnana dimaksud pada 
aj at (2) huruf b merinci lokasi volume biaya sasaran 
waktu pelaksanaan kegiatan pelaksana kegiatan anggaran 
dan tim vang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada a, at 
(2) huruf c rnerinci satuan harga untuk setiap kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahlcan 
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa 
paling lama 6 (enarn] hari kerja setelah penugasan 
sebagaimana pada ayat ('1)4 

(5) 

(4) 

(3) 

Bup _ ti m · l porkan d f r nomor rek ning as D sa · pa 
Gt b rnur d ngan t rnbusan Menteri mel lui Dir k u 
J rid ral Bina P m nntahan D· s . 
Laporan s g irn . n dirnaksud pada a (2) digunakan 
untuk pengend Iian p 11 aluran dana tr nsfer. 
Kaur K ur ngan dapat men imp 11, uang tunai pada jumlah 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional 
pemerintah Desa. 
Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai 
pengelolaan I euangan Desa, 

p asal 4,4 

i( 1 · Nomor r kening k s Desa s b ,_ aim- na dimak u 1 

· l 
Pas 1 43 dil porkan k pal D sa kepada Bupa i. 

• 

• 



Pasal 51 
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 49 

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. 
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 

persetujuan kepala Desa. dan kepala Desa bertanggung 
jawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
bertanggungjawab ter.hadap tindakan pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan 
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semu 
pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. 

Pasal 50 
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari 
Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. 

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

Pasal 49 
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus 
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
berdasarkan :OPA yang telah disahkan oleh kepala Desa. 

Pasal48 
(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa 

berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. 
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan 

RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. 

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 
diverifikasi Sekretariis Desa. 

anggaran untuk menyususn rancangan DPPA . 
(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) erdiri atas: 

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; _· n 
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahk n 
rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 
Desa paling. lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA 
palaing lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi 
menyerahkan DPPA. 

(5) Kepala Desa menyutujui rancangan DPPA yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa. 

' 

• 

I I 

• I 
.. 
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• n c · 1 ro,.4,..1- 

"· si pelaksana 

saksi uk · 
b 

Sekre· aris Desa mem - rik a k esuai 
pernbay aran dengan pertan · un · , 
anggaran yang disampaikan al h Kaur da 
kegiatan anggaran. 

Dalarn hal jumlah realisasi pengeluaran pemba ran 
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang ang di .erirna 
Kaur dan Kasi pelaksana keziatan angga an 
mengembalikan sisa uang ke Kas Desa. 

(6) 

(5) 

urnum d n ul ... u p m , ntu . nj . 

Kau:r n I\._ . i p 1 k n · l« gi t ·n ngg 
pert - nggungj ,, .. aban p n air n r'"',L_& .1 · ............ 

dimaksud p da at (1) b rup buk · k i p mb 
pengadaan barang/jasa k pada S ~ kr tari D : . 

(4) 

_ 11. Iuar 
1 k m 

(.3) 

l 

n /" . 
u l t t . k . 

\\' . 

l( u r 1~ n 

Dalam hal p mba, a r n 
dilakukan dalarn ,, ktu 1 
I as i p el - k s - n a k · : t 
dan . n · id 11 dit nrn k 
disirnpan d 1 m ka 
I au r K u n 11 rn r11 

seba aim n dim k u ·, d 

(2) 

• • 
1 

• 
1 

.il 

Pasal 54· 
( 1) Penggunaan angg ran vanz dit . 

sebagaimana dimaksud dal m 
pengadaan b r ng/ j s s c l 
(sepuluh) hari k rja. 

(2) 
\. 

D 

• 
l 

Kaur dan 1 asi pelaksan k i 
SPP dalam setiap pelaksana • n k i 
dengan periode "ang tercantum d lLJo..,I, 
sama besar atau kurang dari _· n 
Pengajuan SPP \\ ajib m ny rtaka I. po ... .- ... 
pelaksanaan kegiatan dan angg .............. '"4JII • 

(1) 
5 

• 

- ' 

l 

I il , , n 
}.,: . . 
1· 

id k (5) 

' ( 

\ 
• 

, 
L 

,t I • • 

•• l 

• 
t 

1 J ] SL I J ;1 . 

,\ ... I· 11 J~ 
1, ks· t ' f' 11 

i I k u ~ 1 i t 1 1, r1 

p TI\ ii 
I , • l s "1 ,- 1 l .. t i. t , 11 s l > -- i , r ~ 1 i 

iut 11 ik J 1•l")1' J 

n d t 1 I '1 1 l \ \ _ " 1 ) . " • \ · r. 

\ t ( ) dil. kuka d 
rn _ ~ ri I / c 11 , 1 ri , , i 1 , , · a l 
d ngan m lib: tk n pc rti ip i 
m rn p r] ·u a _ k · - p t, J ". · 
ma . · r k · t mp . 
D lam hal p l ksa a11 k · iat 
m Jal u i \\ k 1 I . , j k i 
d a d i 1 k n _ k n I h p , v di 
di ngg- p mampu d n m m .m hi - r- ~· r 

) 

, · I· s: J ; · I > • 
l t t I 

.. \., u 
\' l 

) 

. . I 

d r I", i mel. ... · · 1 - \ 

t J }1 li r • . i • l , lt 

• 
I 
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Pasal 58 
( 1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas 

anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan 
yang berlaku.~ 

Pasal 57 
(1) Kaur dan/.atau Kasi ·pelaksana kegiatan anggaran 

me:nyusun ·RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak 
terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melal.ui 
sekretaris Desa. 

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang 
diusulkan sebagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa 
:menyetujui RAB pel.aksanaan kegiatan anggaran belanja tak 
terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh 
sekretaris Desa. 

(4.) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak 
terduga k:epada. Bupati pa1ing lama 1 (satu) bulan sejak 
keputusan kepala Desa ditetapkan. 

• 

Pasal 56 
Kaur dan Kasi pelaksana. kegiatan anggaran wajib 
men ya rnpaikan laporan akhir realisasi pelaksana.an kegiatan 
dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak seluruh kegiatan selesai. 

(5) 

(4) 

(3) 

(2.) 

Pasal. 55 
Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan 
setelah barang/jasa diterima. 
Pengajuan SPP sebag.aimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. pernyataan tan.ggung jawab belanja; dan 
b. bukti penerirnaan barang/jasa di tempat. 

Dalam setiap pengajuan SPP sebagim.ana dimaksud pada 
ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh Kaur· dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB Desa yang tercantum dalam permintaan 
pem bayaran; 

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; 
dan 

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Kepala Desa menyetujui pe.rmintaan pembayaran sesuai 
dengan basil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa, 

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai 
dengan besaran yang tertera. dalam SPP setelah 
mendapatkan persetujuan dari kepala Desa .. 

(1) 

• 
I . ' 

• 
• 

, 
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(7) 

(6) 

(5) 

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala 
Desa menjadi OPAL untuk mendanai kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huru b. 
Kaur dan/ a tau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir 
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala 
Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun 
anggaran berjalan. 
Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan 
sisa kegiatan y ang akan disahkan dalam DPAL. 
DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun 
anggaran berikutnya 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 60 
(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasl 25 huruf a digunakan 
untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/ a tau penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan­ 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun 
anggaran berkenaan. 
SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran 
dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 59 
At"US kas masuk dan arus kas keluar sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB 
Desa. 

( ) Kaui· Keuangan sebagai \ ajib pungut pajak melakukan 
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa 
s bagaimana dimaksud pada a at (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pengeluaran kas Desa atas be ban belanja pega\\ ai, 
barang/jasa, dan modal. 

(4) Kaui .. I euangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

I 

• 
• 

• 
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Pasal 64 
Kaur Keuangan wajib membuat buku pembant.u kas umum 
yang terdiri atas: 
a. buku pembantu bank; 
b. buku pembantu pajak; dan 
c. buku pernbantu panjar. 

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan catatan penerimaan dan. pengeluaran 
melalui rekening kas Desa. 
Buku pembantu pajak sebagaiman,a dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meru.pakan catatan penerimaan potongan pajak 
dan pe·ngeluaran setoran pajak. 
Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c merupakan cat tan pemberian dan 
pertanggungjawaban uang panjar .. 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

Pasal 63 
(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1') 

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan 
pengeluaran dalam buku. kas umum. 

(3) Pencatatan pada buku kas urnurn sebagairnana d:ima.ksud 
pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan. 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 62 
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf b dicatat pada pengeluaran pernbiayaan. 
(2) Hasil keu.ntungan dari penyertaan modal sebagaimana 

dimak.sud pad a ayat ( 1) dimsaukan sebagai pendapatan asli 
Desa, 

Pasal 61 
( 1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksu.d dalam 

Pasal 25 huruf b dan pernbentukan dana ca.dangan 
sebagaiman.a d:imaksud dalarn Pasal 26 huruf a dicatatkan 
dala 1n Cata tan atas Laporan Keuangan .. 

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran 
dana candangan dalam rekening kas Desa. 

(3) Pembentukan .Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilarang digunak.an untuk membiayai program dan 
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Desa mengenai dana cadangan .. 

(4) P:rogram dan kegiatan yang ditetapkan berdasrkan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan apabila dana cadangan telah men.cukupi 
untuk m.elaksanakan program dan .kegiatan. 

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB 
Desa .. 

I 
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(2) 

Pasal 68 
Kepala Desa menya rnpaikan laporan pelaksanaan APB Desa 
semester pertama kepada Bupati melalui camat, 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan · 

(1) 

Bagia Keempat 
Pelaporan 

Pasal 67 
(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan 
oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Sekret.aris Desa me·lakukan verifikasi, evaluasi dan an.alisis 
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.). 

(3) Sekretaris Desa rnelaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan 
kepada Kepala Desa untuk disetujui. 

Pasal66 
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan 

RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 
(.2) Pengeluaran atas beban AP.B Desa untuk kegiatan yang 

dilaku.kan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur 
Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah 
disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang 
dilakukan ·melalui penyedia barang:/jasa dikeluarkan oleh 
Kaur Keua.ngan langsung kepada penyedia atas dasar .DPA 
dan SPP yan.g diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Dewsa, 

(4) Pen.geluaran atas APB Desa untuk belanja pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan 
diketahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan 
kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 65 
Penerimaan Desa disetor ker rekening kas Desa denga.n cara: 
a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pernerintah 

Provinsi dan Pemerintah. Daerah Kabupaten; 
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keua.ngan 

dan/ atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan 
c. disetor olehs Kaur Keuangan untuk penerimaan yang 

diperoleh dari pihak ketiga. 

I 

I 

( 

I 
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Pasal 72 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 

70 diinformasikan kepada masyarakat :melalui media 
informasi. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. laporan realisasi APB Desa; 
b. laporan realisasi k.egiatan; 
c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 
d. sisa anggaran; dan 
e. alarnat pengaduan. 

Pasal 71 
(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi 
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu 
kedua Bulan April tahun berjalan. 

I 

( 

Pasal 70 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap 
akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan: 
a. laporan keuangan, terdiri atas: 

1. laporan realisasi APB Desa; dan 
2. catatan atas laporan keuangan. 

b. laporan realisasi kegiatan; dan 
c. daftar program sektoral, prograrrn daerah dan program 

lainnya yang masuk ke Desa. 

I 

Bagian Kelima 
Pertanggungj aw a ban 

Pasal69 
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pe1aksanaan APB 
Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus 
tahun berjalan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun lapora.n sebagaimana dimak ud 
pada ayat (2) dengan cara menggaburrgkan luruh I por n 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 56 paling lam 
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

• 

, 
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(3) 

Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
penjabat Kepala Desa Persiapan, 
Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya 
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.4 

(2) 

Pasal 76 
Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan 
biaya lain.nya yang ditetapkan dalam APB Desa induk 
berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan .. 

(1) 

Pasal 7·5 
Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis 
mutandis terhadap pengelolaan keuangan Desa adat. 

BAB VI 
KETENTUAN LAl:N-LAJN 

Pasal 74 
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang 

dikoordinasikan oleh Direktur .Jenderal Bina Pernerintahan 
Desa dan Inspektur· .Jenderal Kementerian Dalam Negeri 
sesuai de:ngan tugas dan fungsi. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan ,dan 
pengawasan terhadap pemberian dan pen) aluran Dana 
Desa, Al.okasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah 
dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan 
kepada Desa. 

(3) Bupati mernbina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah 
Ka bu paten .. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 73 
Format Kod Rekening, Materi Muatan Penyu unan raturan 
Bupati tentang Penyusunan APB Desa, Pera uran Desa t n " n 
A B Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, 
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB 
Desa, Peraturan Desa tentang Peubahan APB Desa, Peraturan 
Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan A'PB Desa, DPA, 
DPPA, RAJ{ Desa, Buku Pembantu .Kegiatan, Laporan 
Perkernbangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, 
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
DP.AL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peratruan 
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku 
Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umurn, Kuitansi, Laporan 
Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan 
Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran ang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

; 

• 

' 
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j 

UMBU :EDA. PAJANGU 

BERITA DAERAH KABUPATEN S,UMB.A TENGAH TA.HUN .20.20 NOMOR 

SEKR.ETA.RIS D.AERAH 
KA. UPATEN SUMBA TENGAH, 

Diundangkan di Waibakul 
Pada tanggal 1:., t11·· ·. 20 

PAULUS S .. I{. LIMU 

. BUPATI SUMBA TENG.AH 

pada tanggal 

Ditetapkan di Waibakul 

Agar setiap orang me·ngetahuinya, memerintahkan pengundang 
Pera.turan Bupati :ini dengan penempatann a dalarn Serita 
Daerah Kabupa.ten Sumba Tengah .. 

Pasal 79 
Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal 78 
('I) Pengelolaa.n keuangan Desa sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk AP:B Desa tahun 
anggaran 2020. 

BAB VII 
'KE.T'ENTUAN PERALIHAN 

Pasal 77 
Kerugian Desa yang terjadi karena adan a pelanggar~ 
adrninistratif darr/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• 
• 

• 


